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WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 2%%4 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PADANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7)

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025.

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87),



Menetapkan :
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KEEMPAT

KELIMA

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah
Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Nomor 10 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang 10
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Satuan Harga dipergunakan dalam perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam perencanaan anggaran, standar satuan harga berfungsi :

a.

Tahun Anggaran 2025;
b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan

c. bahan perhitungan pagu indikasi anggaran pendapatan dan

belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar satuan harga berfungsi :
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

pelaksanaan anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2025; dan

b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi yang
dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena

adanya kenaikan harga pasar.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juli 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDRE ARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah



